BAB III

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Upaya yang sudah dilakukan Kketiga perguruan tinggi tempat
penelitian dalam penanggulangan kekerasan seksual setelah
berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berupa
penyediaan layanan khusus berupa Satgas PPKS yang dibentuk di
perguruan tinggi untuk menanggulangi kekerasan seksual yang ada di
perguruan tinggi dan sesuai dengan peraturan tersebut melibatkan
secara langasung mahasiswa serta dosen/tenaga pendidik di
dalamnya. Hasil dari para responden mahasiswa dan dosen merasa
penting ambil bagian dalam tindak pencegahan dan penanganan
kekerasan seksual yang ada di universitas mereka. Penyediaan
layanan bantuan hukum, bantuan medis, dan pemberian sanksi
terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan langkah yang wajib
untuk dilakukan dalam penindakan kekerasan seksual yang dilakukan
oleh ketiga universitas melalui Satgas PPKS. Dalam hal penanganan
kekerasan seksual yang terjadi dilakukan melibatkan banyak pihak
yang beberapa menggunakan internal kampus dan ada juga dari luar
kampus, seperti bantuan hukum dan bantuan medis berupa dokter
untuk mengobati luka fisik dan/atau psikolong dalam bantuan untuk

psikis seseorang.
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Penegakan yang dilakukan oleh ketiga universita tempat penelitian
mengalami kendala dalam penegakannya yang mengakibatkan tetap
terjadinya tindak kekerasan seksual di univeristasnya. Kendala
tersebut berupa sulitnya menemukan alat bukti tindak kekerasan
seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dikarenkan
tindakan kekerasan seksual biasanya terjadi satu pihak terhadap satu
pihak lainnya dan juga tindakan kekerasan seksual juga terjadi disaat
yang tidak dapat ditebak dikarenkan dilakukan dikarenakan adanya
kesempatan. Kendala dari dalam Satgas sendiri juga terjadi
dikarenkan adanya pihak-pihak yang wajib ikut serta dalam Satgas
sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tidak mau ikut
terlibat dalam Satgas PPKS sendiri, sehingga tindak kekerasan
seksual tersebut tetap terjadi dikarenakan dari penegaknya tidak
terpenuhi  sehingga menimbulkan kekosongan yang berakibat
tindakan kekerasan seksual tersebut tetap terjadi. Adanya juga
polapikir bahwa kodrat perempuan lebih rendah yang berakibat
banyaknya pihak perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan

seksual tersebut.

Setelah berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021,
perguruan tinggi telah membentuk Satgas PPKS untuk menangani
kekerasan seksual di kampus. Agar upaya ini lebih efektif, diperlukan

adanya pengembangan dalam meningkatkan kapasitas Satgas PPKS
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sendiri, sebagaimana diketahui bahwa masih adanya perguruan tinggi
diluar lokasi penelitian masih belum membentuk Satgas PPKS
sendiri, yang dimana dengan tidak adanya Satgas PPKS tidak menjadi
bahwa tindakan kekerasan seksual tidak terjadi di perguruan tinggi
tersebut, sehingga dibutuhkannya wadah yang menjadi tempat

pengaduan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dalam menghadapai kendala tindakan kekerasan seksual yang kerap
terjadi walaupun sudah adanya Satgas PPKS dibutuhkannya pihak-
pihak yang dapat berperan secara langsung dalam pembuktian tindak
kekerasan seksual tersebut. Penegakan hukum yang berlaku harus
tetapi diterapkan dan pembentukan organisasi yang sesuai dalam
penegakan tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi salah
satu acara agar dapat menekan tindak kekerasan seksual yang tetap
terjadi di perguruan tinggi tersebut dan peningkatan akan pengetahun
kesetaraan gender terhadap seluruh pihak yang dapat menekan

tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi.
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